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Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 
 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal 22 Juli 2022                            

WALIKOTA BENGKULU, 

        cap/dto 

H. HELMI HASAN 

Diundangkan di Bengkulu  

pada tanggal  22 Juli 2022                           

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

cap/dto 

ARIF GUNADI 

Salinan sesuai dengan aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 
  

   

 
NAYU ALDILA PUTRI, SH 

NIP. 197810102005022004 
 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR  ..21.... 

 









































































































































































































































































































































































































































7. Pemerintah Kota menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

8. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan 

secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas 

Pemerintah Kota. 

9. Pemerintah Kota wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi 

paling sedikit meliputi: 

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah 

Kota; 

b. penyusunan rencana kerja SKPD; 

c. penyusunan anggaran; 

d. pengelolaan Pendapatan Daerah; 

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 

f. akuntansi dan pelaporan; dan 

g. pengadaan barang dan jasa. 

10. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan 

daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

11. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib 

mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya. 

 

 

WALIKOTA BENGKULU, 

 Cap/dto 

H. HELMI HASAN 

 


